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Perumahan Banjir: Apakah Developer Bertanggung Jawab? 

 

Permasalahan perumahan banjir merupakan isu yang kerap menimbulkan sengketa antara 

konsumen dan developer. Banyak pembeli rumah yang menghadapi kenyataan pahit 

ketika hunian yang dibeli mengalami banjir, baik akibat sistem drainase yang buruk, 

kesalahan perencanaan, maupun kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan informasi 

awal saat pemasaran. 

 

Dalam praktik, persoalan ini sering dipandang sebagai risiko alam semata. Namun, dari 

perspektif hukum, situasinya tidak sesederhana itu. Dalam kondisi tertentu, developer 

dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila banjir tersebut berkaitan dengan 

kelalaian, cacat konstruksi, atau informasi yang menyesatkan. 

 

Perumahan Banjir: Persoalan Risiko Atau Kelalaian? 

Tidak semua kejadian banjir otomatis menjadi tanggung jawab developer. Hukum melihat 

peristiwa tersebut berdasarkan sebab dan konteksnya. Beberapa faktor yang sering 

menjadi sumber sengketa antara lain: 

• Sistem drainase yang tidak memadai, 

• Konstruksi yang tidak sesuai standar teknis, 

• Lokasi perumahan di area rawan banjir tanpa transparansi informasi, 

• Perubahan tata lingkungan yang memperburuk aliran air, 

• Ketiadaan fasilitas pengendalian banjir yang dijanjikan. 

 

Dasar Hukum Tanggung Jawab Developer 

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa landasan hukum yang dapat 

digunakan untuk menilai tanggung jawab developer. 

1. Perlindungan Konsumen. Hubungan antara pembeli rumah dan developer pada 

dasarnya merupakan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. 

 

2. Wanprestasi (Cidera Janji). Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. 

 

3. Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Developer juga dapat dimintai tanggung jawab 

melalui konsep perbuatan melawan hukum apabila terdapat: 

  

4. Cacat Konstruksi dan Cacat Tersembunyi. Apabila banjir disebabkan oleh kesalahan 

desain atau cacat konstruksi, developer dapat dimintai tanggung jawab. 

 

Kapan Developer Dapat Bertanggung Jawab? 

Secara hukum, developer berpotensi bertanggung jawab apabila: 

• Banjir disebabkan kesalahan perencanaan atau konstruksi, 

• Ada informasi pemasaran yang menyesatkan, 

• Ada janji atau spesifikasi teknis yang dilanggar, 

• Terjadi kelalaian yang merugikan konsumen, 

• Infrastruktur lingkungan tidak sesuai standar. 
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Hak Konsumen Dalam Kasus Perumahan Banjir 

Konsumen yang dirugikan pada prinsipnya memiliki hak untuk: 

• Mengajukan komplain dan klarifikasi, 

• Menuntut perbaikan atau kompensasi, 

• Mengajukan gugatan perdata, 

• Menempuh jalur penyelesaian sengketa, 

• Menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul. 

 

Pembelajaran Bagi Pembeli Properti 

Kasus perumahan banjir memberikan sejumlah pelajaran penting: 

• Teliti sebelum membeli properti, 

• Periksa legalitas dan perencanaan kawasan, 

• Simpan seluruh dokumen pemasaran, 

• Pahami isi perjanjian secara cermat, 

• Jangan mengabaikan potensi risiko lingkungan. 

 

Kesimpulan 

Perumahan banjir bukan selalu merupakan risiko alam semata. Dalam kondisi tertentu, 

developer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila banjir berkaitan dengan 

wanprestasi, kelalaian, cacat konstruksi, atau informasi yang menyesatkan. Hukum 

memberikan perlindungan kepada konsumen, namun setiap kasus harus dianalisis 

berdasarkan fakta, perjanjian, serta penyebab teknis yang melatarbelakangi peristiwa 

tersebut. 

 

 

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan 

pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum terkait sengketa 

properti, tanggung jawab developer, atau kerugian akibat kondisi perumahan, tim kami 

siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda 

secara strategis dan profesional melalui: 
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        info@justianlawfirm.com 

  www.justianlawfirm.com 


